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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis strategi optimalisasi refocusing anggaran serta implikasinya terhadap 
efisiensi dan kinerja program di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga aparatur sipil 
negara pada bidang perencanaan, keuangan, dan pengembangan perdagangan dalam negeri, 
sedangkan data sekunder berasal dari laporan realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 
2025. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik berbantuan NVivo 15. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa refocusing anggaran pada Tahun Anggaran 2025 berlangsung 
dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal dan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pusat dan 
daerah, sehingga strategi yang diterapkan cenderung bersifat reaktif dan berdampak pada 
rendahnya realisasi belanja, khususnya belanja modal. Meskipun demikian, terdapat pergeseran 
pengelolaan anggaran menuju orientasi outcome sebagai dasar peningkatan efisiensi dan kinerja 
program. 
 

ABSTRACT  
This study analyzes the strategy of budget refocusing optimization and its implications for 
efficiency and program performance at the Department of Industry, Trade, Energy, and Mineral 
Resources of North Sumatra Province. A qualitative case study approach was employed. Primary 
data were collected through in-depth interviews with three civil servants from the planning, 
finance, and domestic trade development divisions, while secondary data were obtained from 
budget realization reports up to the second quarter of the 2025 fiscal year. Data were analyzed 
using thematic analysis supported by NVivo 15. The findings indicate that budget refocusing in 
the 2025 fiscal year was conducted under limited fiscal space and influenced by changes in 
national and regional policy directions, resulting in a predominantly reactive strategy and low 
budget realization, particularly in capital expenditure. Nevertheless, a shift toward outcome-
oriented budget management was identified, emphasizing the importance of strengthening 
strategic planning and performance-based evaluation to enhance efficiency and accountability in 
local public financial governance. 
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PENDAHULUAN  

Pembangunan daerah di Indonesia sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efisien 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (DPPESDM) Provinsi Sumatera Utara 
memiliki peran strategis dalam mendukung sektor industri dan perdagangan yang berkontribusi signifikan 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, 
2023). Namun, efektivitas pengelolaan anggaran masih menghadapi tantangan berupa lemahnya 
pengawasan, risiko penyimpangan, serta dinamika kebijakan pasca-perubahan kepemimpinan daerah 
yang berdampak pada konsistensi perencanaan fiskal (Tempo, 2025). 

Pandemi COVID-19 memperkuat urgensi kebijakan refocusing anggaran melalui regulasi 
pemerintah pusat, seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan PMK Nomor 17 Tahun 2021, yang 
mengalihkan belanja daerah ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, 
implementasinya sering bersifat administratif dan kurang berbasis evaluasi kinerja, sehingga berpotensi 
mengurangi efektivitas program strategis daerah (Tami et al., 2024; Ulfah et al., 2024). 

Lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan refocusing anggaran lebih berorientasi pada 
penyesuaian formal daripada prinsip efisiensi dan transparansi (Palito Sinaga et al., 2025). Dalam 
konteks tata kelola keuangan publik berbasis digital, (Ramadhan et al., 2024) menegaskan bahwa 
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penguatan moralitas, etika publik, dan akuntabilitas merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan 
efisiensi anggaran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nilai moralitas masyarakat desa yang berubah 
akibat modernisasi dan digitalisasi menunjukkan pentingnya rekonstruksi nilai-nilai akuntabilitas dan 
integritas dalam tata kelola pemerintahan (Ramadhan et al., 2024). Lebih lanjut, (Ramadhan et al., 2024) 
menekankan bahwa penguatan aspek moral dan etika publik menjadi bagian integral dari upaya 
mewujudkan efisiensi anggaran yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Penelitian sebelumnya cenderung menekankan efisiensi umum dan tingkat serapan anggaran, 
tanpa menggali secara mendalam dinamika pengambilan keputusan serta persepsi aktor birokrasi dalam 
proses refocusing di tingkat dinas provinsi (Alimuddin, 2021; Anggarini et al., 2022; Elsa Pinika Putri 
Purba & Kusmilawaty Kusmilawaty, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk 
mengkaji refocusing anggaran secara kualitatif berbasis kinerja dan orientasi hasil. 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi efektivitas program dan kegiatan, menganalisis tantangan 
internal dan eksternal dalam pelaksanaan refocusing anggaran, serta mengevaluasi kesesuaian 
perencanaan dan realisasi anggaran dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan outcome-based 
budgeting sebagai dasar perumusan strategi optimalisasi pengelolaan anggaran di DPPESDM Provinsi 
Sumatera Utara. 

 

LANDASAN TEORI 

Teori anggaran publik memandang anggaran sebagai instrumen kebijakan yang merefleksikan 
prioritas, nilai, dan keputusan politik pemerintah dalam keterbatasan sumber daya fiskal (Wildavsky, 
2019). Proses penyusunan anggaran melibatkan interaksi aktor birokrasi dan politis yang menuntut 
legitimasi sosial, transparansi, serta orientasi hasil (Indrawati, 2020; Salam et al., 2024). Sistem 
penganggaran berbasis kinerja menjadi kerangka penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas alokasi 
anggaran daerah (Aris Ismail et al., 2025). 

Refocusing dan realokasi anggaran merupakan strategi kebijakan fiskal adaptif untuk mengalihkan 
belanja dari program kurang prioritas ke kebutuhan strategis dan mendesak. Proses ini menuntut 
evaluasi kinerja dan rasionalisasi belanja agar tidak menimbulkan inefisiensi tersembunyi (Lestari, 2020; 
Mansur, n.d.; Sugiyono, 2021). Prinsip utama yang ditekankan meliputi transparansi, akuntabilitas, dan 
keberlanjutan program (Aris Ismail et al., 2025). 

Konsep efisiensi anggaran dalam pendekatan value for money menekankan hubungan optimal 
antara input, output, dan outcome dalam menghasilkan manfaat publik yang maksimal (Gobel et al., 
2023; Sugiyono, 2020). Efisiensi fiskal dicapai melalui perencanaan berbasis hasil dan penghindaran 
pemborosan serta duplikasi program (Esislahyenti et al., 2023; Muchran et al., 2021). 

Prinsip good governance menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 
dalam tata kelola keuangan publik. Keterlibatan pengawasan internal dan eksternal memperkuat 
integritas fiskal dan mencegah praktik administratif semata dalam proses refocusing (Nirwana et al., 
2022; K. G. Rahman & Rachman, 2021; Rahmatullah, 2021; Ronanda & Sulistiyowati, 2020; Sutrisna & 
Setiawati, 2023). 

Pendekatan New Public Management (NPM) menekankan pengelolaan sektor publik berbasis 
kinerja dan orientasi outcome melalui pengukuran hasil, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan 
(Bouckaert & Halligan, 2020; Hood, 1991). Penelitian menunjukkan bahwa indikator berbasis outcome 
lebih relevan dalam menilai dampak kebijakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat 
dibandingkan sekadar tingkat serapan anggaran (Ayomi et al., 2023; Cecilia Lelly Kewo, 2024; Fazri et 
al., 2022; Hadi et al., 2022; Juliastuti et al., 2024). 

Refocusing anggaran merupakan kebijakan fiskal berbasis value for money yang mengalihkan 
alokasi dari kegiatan berprioritas rendah ke program strategis dan mendesak guna meningkatkan 
efektivitas dan dampak belanja publik (Husna & Septyan, 2024). 

Efisiensi anggaran mengacu pada penggunaan input secara rasional untuk menghasilkan output 
dan outcome yang optimal. Prinsip ini menekankan penciptaan nilai manfaat tertinggi melalui 
penghindaran duplikasi program, pemborosan, dan belanja seremonial yang tidak berdampak langsung 
terhadap kesejahteraan Masyarakat (Esislahyenti et al., 2023). 

Siklus anggaran publik meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan 
evaluasi. Dalam konteks refocusing, fleksibilitas fiskal diperlukan untuk merespons perubahan kebijakan 
dan kondisi sosial-ekonomi, namun harus tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan keberlanjutan 
program (Rosnawintang et al., 2024). 

Evaluasi efisiensi berbasis value for money menilai keterkaitan antara input, output, dan outcome, 
di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari dampak nyata terhadap 
kesejahteraan publik (Gobel et al., 2023). Tantangan utama refocusing terletak pada dominasi 
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pendekatan administratif dan lemahnya evaluasi berbasis kinerja, yang berisiko menutupi inefisiensi 
sistemik dalam birokrasi anggaran (A. Z. Rahman & Saputra, 2022). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipatif. Penelitian dilaksanakan di 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Subjek 
penelitian terdiri atas tiga informan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Informan Penelitian 

No. Pegawai Keterangan 

1 Aparatur Sipil Negara Bidang Perencanaan 

2 Aparatur Sipil Negara Bidang Keuangan 

3 Aparatur Sipil Negara Bidang PPDN-TN 

Sumber: Peneliti (2025) 
 
Wawancara dilakukan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali persepsi, 

pengalaman, serta strategi yang diterapkan dalam refocusing anggaran. Studi dokumentasi mencakup 
penelaahan dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran. Observasi nonpartisipatif digunakan 
untuk mengamati proses koordinasi dan pengambilan keputusan anggaran tanpa keterlibatan langsung 
peneliti. 

Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi 
tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Perangkat dan alat 
bantu yang digunakan dalam penelitian ini meliputi telepon seluler (handphone) yang berfungsi sebagai 
alat perekam suara selama proses wawancara, serta laptop yang digunakan untuk pengolahan, 
penyimpanan, dan analisis data penelitian. Proses koding dan pengelompokan tema dibantu oleh 
perangkat lunak NVivo. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini melibatkan tiga aparatur sipil negara (ASN) sebagai informan, terdiri atas dua laki-
laki dan satu perempuan, yang bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, informan tidak disebutkan 
secara personal, melainkan berdasarkan bidang tugas, yaitu Bidang Perencanaan, Bidang Keuangan, 
dan Bidang PPDN-TN. 

Data wawancara ditranskripsikan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Salah 
satu fitur yang digunakan adalah Word Frequency Query, yang berfungsi untuk mengidentifikasi kata-
kata yang paling sering muncul dan relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kata “anggaran” merupakan istilah yang paling dominan, dengan frekuensi sebesar 2,90% dari 
keseluruhan data, diikuti oleh kata “refocusing”, “kegiatan”, “keuangan”, “bagaimana”, “anggarannya”, 
dan “kebijakan”, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Temuan ini menunjukkan bahwa diskursus 
informan berpusat pada aspek pengelolaan dan penyesuaian anggaran dalam pelaksanaan kebijakan. 

 
Gambar 1. Kata yang Paling Sering Muncul dari Data 
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Selanjutnya, fitur Text Search Query digunakan untuk memahami konteks dan makna katakata 
yang muncul dalam word cloud. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada kata “anggaran” dan 
“refocusing” sebagai kata kunci utama, serta kata “efisiensi” yang merepresentasikan tujuan kebijakan. 
Visualisasi hasil analisis menunjukkan struktur hierarki kata kunci berdasarkan konteks teks, di mana 
kata utama (root) seperti “refocusing” bercabang ke katakata terkait, termasuk “efisiensi”, yang 
mencerminkan hubungan semantik serta frekuensi kemunculannya dalam transkrip wawancara. Hasil 
penelusuran tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk word tree. 

 
Gambar 2. Word Tree dari Penggunaan Kata “Anggaran, Refocusing, dan Efisiensi” 

 
 
Temuan word tree menunjukkan bahwa kata “anggaran” menjadi pusat narasi informan dan 

berelasi kuat dengan istilah “refocusing”, “efisiensi”, “realisasi”, dan “kebijakan”. Pola ini menegaskan 
bahwa anggaran dipahami bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan sebagai instrumen kebijakan 
publik yang merefleksikan prioritas, pilihan politik, dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Temuan 
ini sejalan dengan Public Budgeting Theory yang memandang anggaran sebagai proses politik dan 
manajerial untuk mengalokasikan sumber daya secara strategis sesuai tujuan pembangunan. 

Percabangan kata “refocusing” dalam word tree menunjukkan bahwa proses pengalihan 
anggaran dipersepsikan informan sebagai mekanisme adaptif terhadap dinamika fiskal dan perubahan 
kebijakan pusat. Hal ini menguatkan pandangan Public Budgeting bahwa penyesuaian anggaran 
merupakan bagian dari pengambilan keputusan rasional dalam kondisi ketidakpastian, di mana 
koordinasi, perencanaan, dan evaluasi kinerja menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas 
alokasi anggaran. 

Selanjutnya, keterkaitan kata “efisiensi” dengan realisasi dan serapan anggaran merefleksikan 
pendekatan New Public Management (NPM), yang menekankan orientasi hasil (result oriented 
budgeting) dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Informan memaknai efisiensi bukan hanya 
sebagai penghematan, tetapi sebagai kemampuan organisasi dalam menjaga keberlanjutan program, 
meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan penggunaan anggaran yang selaras dengan output 
dan outcome yang diharapkan. 

Dengan demikian, temuan word tree mengindikasikan bahwa praktik refocusing anggaran di 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara berada 
pada titik temu antara Public Budgeting Theory dan New Public Management, di mana anggaran 
berfungsi sebagai alat kebijakan strategis sekaligus instrumen manajerial untuk mendorong efisiensi 
kinerja organisasi perangkat daerah.  

 
Gambar 3. Mind Map sebagai Sintesis Temuan Penelitian 

 
 
Gambar mind map merepresentasikan sintesis temuan penelitian yang diperoleh dari proses 

pengodean tematik atas transkrip wawancara dengan tiga informan kunci, yaitu Bidang Perencanaan, 
Bidang Keuangan, dan Bidang PPDN–TN. Visualisasi ini menggambarkan bagaimana konsep utama 
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optimalisasi refocusing anggaran untuk efisiensi dipahami, diimplementasikan, dan berdampak pada 
kinerja organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Sumatera Utara. 

Secara konseptual, mind map disusun dalam tiga klaster besar, yaitu (1) strategi optimalisasi 
refocusing anggaran, (2) proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta (3) dampak refocusing 
terhadap efisiensi dan kinerja program. Ketiga klaster tersebut saling terhubung dan mencerminkan alur 
logis pengelolaan anggaran dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja. 
 
Strategi Optimalisasi Refocusing Anggaran 

Strategi optimalisasi refocusing anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 dipengaruhi oleh keterbatasan ruang 
fiskal serta kuatnya arahan kebijakan pusat dan kepala daerah. Refocusing cenderung bersifat reaktif, 
terutama untuk memenuhi belanja wajib dan kewajiban keuangan daerah, sehingga fleksibilitas 
pendanaan sektor produktif menjadi terbatas. Optimalisasi dilakukan melalui penyisiran kegiatan 
berdasarkan tingkat serapan dan kesesuaian dengan prioritas strategis, disertai penguatan koordinasi 
dan monitoring internal, yang mencerminkan pendekatan manajerial berorientasi efisiensi sebagaimana 
ditekankan dalam New Public Management. 
 
Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 

Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pascarefocusing mengalami dinamika signifikan 
akibat revisi anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD, sehingga menyebabkan keterlambatan 
implementasi program. Penyesuaian berulang terhadap dokumen perencanaan berdampak pada 
tertundanya sebagian kegiatan, khususnya pada Bidang PPDN–TN. Meskipun demikian, upaya 
adaptasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik secara 
non-anggaran, guna menjaga kontinuitas pelayanan di tengah keterbatasan fiskal. 
 
Dampak Refocusing terhadap Efisiensi dan Kinerja Program 

Refocusing anggaran mendorong pergeseran paradigma penilaian kinerja dari sekadar serapan 
anggaran menuju pencapaian outcome. Evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan orientasi 
hasil dibandingkan periode sebelumnya, di mana keberhasilan program tidak lagi semata diukur dari 
realisasi keuangan. Pada Bidang PPDN–TN, pelaksanaan kembali program pasar murah membuktikan 
bahwa refocusing yang diarahkan pada program prioritas berdampak langsung mampu meningkatkan 
efisiensi dan kinerja program, sejalan dengan prinsip result oriented budgeting. 

Capaian program, kegiatan, dan realisasi keuangan hingga Triwulan II Tahun 2025 menjadi 
indikator penting dalam menilai dampak kebijakan refocusing anggaran terhadap kinerja Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Data realisasi 
tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi, konsistensi prioritas, serta dukungan terhadap 
Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sebagaimana dirinci dalam tabel berikut: 
 
Tabel 2. Realisasi Keuangan APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Sumatera Utara 

 
1. Belanja Daerah: 

Total Belanja Daerah yang direalisasikan adalah sebesar Rp 22.669.364.805,00, atau setara 
dengan 32,03% dari anggaran sebesar Rp 70.771.864.951,00. Ini mencerminkan penggunaan 
anggaran pada berbagai keperluan operasional dan pembangunan di Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. 

2. Belanja Operasional: 
Belanja Operasional mencapai Rp 22.669.364.805,00, yang setara dengan 32,40% dari anggaran 
sebesar Rp 69.965.183.077,00. Komponen belanja ini mencakup Belanja Pegawai dan Belanja 
Barang dan Jasa. 
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3. Belanja Pegawai: 
Belanja Pegawai mencapai Rp 16.222.243.533,00, yang mencerminkan 42,90% dari anggaran 
sebesar Rp 37.806.082.000,00. Angka ini menunjukkan alokasi dana yang signifikan untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai di Dinas terkait. 

4. Belanja Barang dan Jasa: 
Belanja Barang dan Jasa mencapai Rp 6.447.121.272,00, atau 20,04% dari anggaran sebesar 
Rp 32.159.101.077,00. Pengeluaran ini termasuk pembelian berbagai barang dan jasa yang 
diperlukan untuk operasional dan kegiatan lainnya. 

5. Belanja Modal: 
Realisasi Belanja Modal masih menunjukkan angka 0,00 dari anggaran sebesar Rp 
806.681.874,00. Ini menandakan bahwa belum ada penggunaan anggaran pada komponen ini. 

6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 
Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin belum tercatat pada realisasi keuangan, sehingga 
belum ada penggunaan anggaran pada komponen ini. 

7. Belanja Modal Aset Lainnya 
Belanja Modal Aset Lainnya juga belum tercatat pada realisasi keuangan, sehingga belum ada 
penggunaan anggaran pada komponen ini. 
 
Dengan demikian, realisasi keuangan APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan 

Sumber Daya Mineral pada periode ini menunjukkan tingkat capaian yang beragam dalam penggunaan 
anggaran untuk berbagai keperluan operasional dan pembangunan. Pola realisasi ini mencerminkan 
keterbatasan ruang fiskal dan dampak kebijakan refocusing anggaran, di mana prioritas belanja masih 
terfokus pada pemenuhan belanja wajib dan operasional, sementara belanja pembangunan dan 
investasi publik mengalami penundaan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya daya ungkit 
anggaran terhadap peningkatan kinerja program sektor produktif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa refocusing anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2025 berlangsung 
dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal yang signifikan. Refocusing anggaran dipengaruhi oleh 
penurunan dana transfer, meningkatnya belanja wajib, serta penyesuaian arah kebijakan pusat dan 
kepala daerah, sehingga strategi yang diterapkan cenderung bersifat reaktif dan berorientasi pada 
pemenuhan kebutuhan jangka pendek. 

Dari sisi proses, perencanaan dan pelaksanaan anggaran pascarefocusing mengalami dinamika 
berupa revisi dokumen berulang dan keterlambatan implementasi program, yang berdampak pada 
rendahnya realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2025. Data realisasi anggaran menunjukkan 
dominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, sementara belanja modal belum terealisasi. 
Kondisi ini menegaskan bahwa fleksibilitas anggaran untuk mendorong pembangunan sektor produktif 
masih terbatas. 

Namun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma 
pengelolaan anggaran menuju orientasi outcome. Evaluasi kinerja tidak lagi semata-mata berfokus pada 
serapan anggaran, tetapi mulai mempertimbangkan dampak nyata program terhadap masyarakat, 
khususnya pada kegiatan prioritas seperti stabilisasi harga dan perlindungan konsumen. Temuan ini 
menunjukkan bahwa refocusing anggaran berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penggunaan anggaran apabila diarahkan secara strategis dan berbasis kinerja. 
 
Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar refocusing anggaran ke depan tidak hanya 
bersifat responsif terhadap tekanan fiskal, tetapi dirancang secara lebih strategis melalui penguatan 
perencanaan berbasis outcome dan kajian kebijakan yang komprehensif. Dinas perlu meningkatkan 
koordinasi lintas bidang sejak tahap perencanaan untuk meminimalkan revisi berulang dan 
keterlambatan pelaksanaan program. 

Selain itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk 

memastikan bahwa refocusing anggaran benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
sektor produktif. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mulai melibatkan pemangku kepentingan 
eksternal secara terbatas dan terarah guna meningkatkan legitimasi kebijakan dan kualitas pengambilan 
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keputusan anggaran. Dengan demikian, refocusing anggaran tidak hanya menjadi instrumen 
penyesuaian fiskal, tetapi juga alat strategis dalam mendorong efisiensi dan keberlanjutan 
pembangunan daerah. 
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